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ABSTRAK 

 

POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN 

ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KAMPAR  
 

 

OLEH : 

 

ZULFADLI 

02070616322 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari sampai Bulan Maret tahun 

2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerak Kabupaten Kampar. Penelitian ini 

dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tentang Potensi Pajak 

Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Kampar. Pajak 

merupakan salah satu penerimaan negara, dan tujuan pajak juga untuk 

meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan rakyat.Penerimaan pajak merupakan 

indikator partisipasi masyarakat dalam pembiayaan rutin dan pembangunan. 

negara. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan skunder, yang metode 

pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.  

 

Kata Kunci : Potensi Pajak Reklame,Pendapatan Aslidaerah 
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ABSTRACT 

 

 

ADVERTISEMENT TAX POTENTIAL ON GENUINE INCOME 

AREA (PAD) IN KAMPAR DISTRICT 
 

 

BY 

 

ZULFADLI 

02070616322 

 

 

This research was conducted from February to March 2023 at the 

Regional Revenue Agency Office of Kampar Regency. This research was 

conducted with the intent and purpose of fulfilling the Potential of Advertising Tax 

on Regional Original Income (PAD) in Kampar Regency. Taxes are one of the 

state revenues, and the purpose of taxes is also to increase people's wealth and 

welfare. Tax revenues are an indicator of community participation in routine 

financing and development. country. This study uses primary and secondary data 

types, the data collection method is by interview and documentation. 

 

Keywords: Advertising Tax Potential, Regional Original Income 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah di Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal 

tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan 

secaraefektif dan efisien secara terus-menerus sehingga pembangunan 

nasional dapat terwujud. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui 

otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri. 

Dengan munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 

paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralisasi mengarah kepada 

sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan 

keleluasaan terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang 

bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. 

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan 

pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. 

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam 

memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang 

merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila 



 

2 
1.5.1  

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.  

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan 

rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang 

lebih baik (good governance). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha 

untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, 

salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk 

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah 

harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Pemerintah kampar merespon dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Rstribusi Daerah, Dalam upaya Harmonisasi 

Hukum terhadap Perda Kampar No 2 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dan 

Perda No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kampar 

No 2 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame yang merupakan salah satu jenis 

Pajak daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota. 

Usaha reklame di kabupaten kampar sudah ada sejak sepuluh tahun lebih, 

karena kabupaten kampar merupakan tempat jalur perdagangan yang strategis 

di Provinsi Riau, menyebabkan banyak infestor/ pengusaha baik dari dalam 
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maupun dari luar yang masuk dan membuka usaha di kabupaten kampar. 

Mengingat dewasa ini reklame merupakan senjata yang paling ampuh dalam 

mempengaruhi konsumen dalam pola konsumtif mereka, Oleh karena itu 

perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan 

cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun 

memasarkan produknya menggunakan media reklame. Perkembangan jumlah 

reklame pun cukup meningkat tajam beberapa tahun dan memiliki potensi 

yang sangat baik karena di dukung letak kabupaten kampar yang strategis 

Peningkatan yang cukup pesat dalam jumlah reklame yang ada tidak 

diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota. 

Ditemukan banyak terjadi kasus- kasus penyimpangan dan kecurangan yang 

terjadi dilapangan.  

Ketika disinggung mengenai kecurangan- kecurangan yang terjadi 

dilapangan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala 

Bidang Perhitungan yaitu Ibu Iwit yang dilaksanakan Rabu, 24 Mei 2023 di 

kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar beliau 

menyebutkan kecurangan-kecurangan yang terjadi fenomena-fenomenanya 

seperti : 

a) Masih adanya berdiri papan reklame ilegal yang tidak membayar 

pajak. 

b) Reklame yang sudah habis masa pajaknya, sebagian masih ada yang 

berdiri, seharusnya sudah tidak terpasang lagi karena merugikan 

Pemerintah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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c) Masih ditemukannya kasus papan reklame yang mengiklankan suatu 

produk berubah- ubah dilapangan, disebabkan ulah biro reklame. 

d) Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk terjun 

e) kelapangan memantau kecurangan- kecurangan yang terjadi, sehingga 

mengakibatkan target pajak reklame tidak tercapai. 

Hal menarik lain juga penulis temukan disitus 

kominfosandi.kamparkab.go.id  dan antaranews.com pada tanggal 16 juni 

2022 , khususnya jalan utama yang bebas reklame yang disampaikan 

Sekretaris Bapenda Kabupaten Kampar  Jaka Putra, SE, M.Si bersama 

Kabid  Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kampar H. Syawir, M.Si Dt 

Tandiko. Ikut mendampingi, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Zamzul Azmi, 

SE, MM, Kabid Penagihan dan Keberatan Williandrie Amigo Rahmola, ST, 

M.Si,  fungsional lingkup Bapenda dan petugas Satpol PP Kabupaten 

Kampar.  

Ada dua lokasi penertiban yang dilakukan Bapenda Kampar dan  Satpol 

PP kali ini, yakni objek reklame salah satu merek rokok yang 

terpasang  di  Jalan HR. Subrantas tepatnya di pendakian Bukit Cadika 

Bangkinang Kota  dan  di jalan raya Bangkinang-Pekanbaru tepatnya di Desa 

Simpang Kubu Kecamatan Kampar. Masing masing lokasi terdapat lima  unit 

reklame sehingga totalnya ada 10 unit reklame.  Reklame tersebut  dibongkar 

oleh petugas dan diamankan  di kantor Bapenda Kabupaten 

Kampar.  Reklame tersebut ada yang dipasang menggunakan tiang besi dan di 

cor semen sehingga cukup kuat tertanam dipinggir jalan tersebut. 
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Dengan adanya temuan- temuan diatas, harapannya pemasalahan 

permasalahan yang terjadi dilapangan baik secara teknis maupun non teknis 

dapat segera teratasi dengan baik, diharapkan kedepannya Dispenda 

kabupaten kampar dapat meningkatkan potensi pajak reklame yang ada 

dengan sebaik baiknya. 

Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian PAD yang 

dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

Tabel 1. 1 

Target dan Realisasi pendapatan pajak reklame di Badan Pendapatan Asli 

Kabupaten Kampar ditahun 2018-2022 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2023. 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak reklame 

yang terealisasi di Kabupaten Kampar adalah naik turun. Pada tahun 2018 

mengalami peningkatan sebesar 92,49%, pada tahun 2019 mengalami 

kenaikan 107,59%, pada tahun 2020 mengalami penurunan 100,79% karena 

pandemi covid-19, pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan 107,96%, 

pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis 97,38%. 

NO 
Tahun 

pajak 
Target Realisasi Persen(%) 

1 2018 644,456,500.00 596,080,097.00 92,49% 

2 2019 690,000,000.00 742,361,396.00 107,59% 

3 2020 720,000,000.00 725,661,940.00 100,79% 

4 2021 735,661,940.00 794,241,798.00 107,96% 

5 2022 953,090,000.00 928,111,697.00 97,38% 
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Tabel 1. 2 

Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Terdaftar Pajak Reklame Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

 

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah 2023 

 

NO Kecamatan 
WP Per 

31 Des 

2018 

WP Per 

31 Des 

2019 

WP Per 

31 Des 

2020 

WP Per 

31 Des 

2021 

WP Per 

31 Des 

2022 
1 Bangkinang 45 110 55 97 116 
2 Bangkinang 

Kota 

245 
200 

294 468 235 

3 Salo 32 110 46 79 130 
4 Perhentian 

Raja 

14 
86 

32 64 100 

5 XIII Koto 

Kampar 

12 
78 

31 54 90 

6 Kuok 16 67 25 52 86 
7 Tambang 103 120 133 227 100 
8 Kampar 

Kiri Hulu 

0 
8 

2 14 35 

9 Kampa 20 67 34 85 90 
10 Kampar 

Kiri 

Tengah 

30 

86 

41 79 90 

11 Rumbio 

Jaya 

20 
30 

25 39 70 

12 Gunung 

Sahilan 

25 
50 

40 70 90 

13 Tapung 147 100 177 318 150 
14 Koto 

Kampar 

Hulu 

9 

40 

9 24 80 

15 Kampar 

Kiri Hilir 

5 
35 

16 24 69 

16 Tapung 

Hulu 

84 
90 

84 163 268 

17 Tapung 

Hilir 

35 
160 

60 101 190 

18 Kampar 66 130 91 140 171 
19 Kampar 

Utara 

12 
55 

17 33 88 

20 Kampar 

Kiri 

24 
100 

44 93 130 

21 Siak Hulu 152 120 194 328 200 
 Jumlah 1096 1842 1450 2552 2578 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak reklame yang 

terdaftar di Kabupaten Kampar adalah naik turun. Pada tahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar 1096, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 1842, pada 

tahun 2020 mengalami penurunan 1450, pada tahun 2021 mengalami 

kenaikan 2552 , pada tahun 2022 mengalami kenaikan 2578. 

Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai 

kajian dari tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi 

D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ 

POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KAMPAR”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan pemasalahan 

yang diangkat yaitu: 

1. Bagaimana potensi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di 

kabupaten Kampar? 

2. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten Kampar untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah pada pajak reklame? 

3. Apa saja kendala dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada pajak 

reklame? 



 

8 
1.5.1  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui potensi pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah di kabupaten kampar.  

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Kampar untuk     meningkatkan pendapatan asli daerah pada pajak 

reklame.  

3. Untuk mengetahui apa  saja kendala dalam peningkatan pendapatan 

asli daerah pada pajak reklame.   

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 

bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait dengan 

masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

bagi wajib pajak, khususnya Pajak Reklame, agar lebih sadar 

terhadap kewajiban perpajakannya. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

bagi peneliti yang lain dalam permasalahan yang sama. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten 

Kampar dalam mengambil kebijakan mengenai Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar Pajak Reklame. 
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4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi pembaca. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Adapun tempat pelaksanaa penelitian yang dilakukan pada Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang beralamat JL. 

Prof. M. Yamin SH. No. 83, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463. 

1.5.2 Waktu penelitian  

Waktu penelitian dilakukan tanggal 16 Februari 2023 

1.5.3 Jenis Data 

a. Data Primer 

Menurut Suharsimi (2011:158) data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu orang yang 

memberikan informasi wawancara/interview. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

seperti buku-buku refensi yang berhubungan dengan penulisan 

serta sumber-sumber lainnya. 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Penulis mengumpulkan data dengan Teknik wawancara. 

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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langsung terhadap pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar khusunya kepala bidang perhitungan yang dianggap mampu 

menjawab pertanyaan yang diberikan. 

b. Studi pustaka 

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas 

kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat 

baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. 

Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak 

daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan 

penulisan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik 

berupa catatan traskip, buku, surat-surat kabar dan lain-lainya. 

1.5.5 Analisis Data  

Penulis menganalisis informasi yang diperoleh melalui penjelasan 

bersifat kuantitatif,yaitu teknik analisis data berupa data statistik nomor 

digunakan. Informasi yang diperoleh penulis juga merupakan 

dokumen,kemudian informasi. Penulis jika itu sesuai dengan masalah 

utama penelitian dan disajikan sebagai uraian kalimat dengan 

penjelasan,sebagai berikut dianalisis dan dibahas terkait dengan penelitian 

ini. 
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1.5.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah,rumusan 

masalah,tujuan penulisan dan sistematika penulisan,teknik 

pengumpulan data dan penulisan laporan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI  

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar  

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori pengertian 

pajak secara umum,fungsi pajak,syarat pemungutan pajak,tata cara 

perizinan pajak reklame,tata cara pemungutan pajak reklame,jenis-

jenis pajak,pengertian pajak reklame,subjek pajak dan wajib pajak 

reklame,perhitungan pajak reklame,tinjauan praktek tata cara 

pemungutan pajak reklame.  

BAB IV : PENUTUP  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

dikenukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

Pada awalnya Badan Perpajakan Daerah Kabupaten Kampar (disingkat Dispenda) 

merupakan salah satu bagian dari Dinas Perekonomian Daerah Kota Bangkinang. 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 

tentang Pendirian Dinas Perpajakan Daerah Tingkat I dan II, pada tahun 1976 

dibentuk Dinas Perpajakan dan Perpajakan Daerah Daerah Bangkinang Peraturan 

Nomor 5 Tahun 1976. Pada waktu itu struktur organisasinya adalah sebagai berikut:  

a) Kepala Dinas  

b) Seksi Tata Usaha  

c) Seksi Pajak dan Retribusi  

d) Seksi IPEDA 

e) Seksi Operasi/Penagihan  

Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/12/41-101 

tanggal 6 Juni 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak 

wilayah administratif/kelurahan Kampar, Peraturan Daerah No. .7 Tahun 1979 

diterbitkan. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah Pemerintah Daerah Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

Direktur Pelayanan.  

a) Sub Bagian Tata Usaha  

b) Seksi Pajak  

c) Seksi Retribusi 
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d) Seksi IPEDA  

e) Seksi Pendapatan Lain-lain  

f) Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan  

Juncto Kepmendagri nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni, sebagai 

perincian petunjuk organisasi dan tata kerja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

23 Tahun 1989 tentang Administrasi Pajak Daerah Tingkat Kota II daerah. 1978, 

disusul pada tanggal 27 Desember 1989 dengan Peraturan Pemerintah Daerah 

Bangkinang No. 7 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Bangkinang Tipe B, yang 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut:  

a) Kepala Dinas  

b) Sub Bagian Tata Usaha  

c) Seksi Pendaftaran dan Pendataan  

d) Seksi Penetapan  

e) Seksi Pembukuan dan Pelaporan  

f) Seksi Penagihan  

g) Unit Penyuluhan  

Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bangkinang mengikuti Peraturan Daerah No. 

4 Tahun 2001 yang kemudian disetujui. diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 

Tahun 2001. Tahun 2001 Mengubah Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 
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Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kota 

Bangkinang, termasuk Kanwil DJP. diantaranya adalah sebagai berikut:  

a) Kepala Dinas  

b) Wakil Kepala Dinas  

c) Bagian Tata Usaha  

d) Sub Dinas Program  

e) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan  

f) Sub Dinas Penagihan  

g) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain  

h) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan  

i) Kelompok Fungsional  

Dan pada bulan januari 2017 di rubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) sampai sekarang. 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

a) Visi 

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Yaitu 

“Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan 

Proporsional Tahun 2022”. 

b) Misi 

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar 

mengemban beberapa misi : 

1. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan 

SDM Aparatur Berkualitas. 
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2. Mengenbangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan 

Daerah . 

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi 

Kewajibannya Selaku Wajib Pajak 

2.3 Urian Tugas 

Adapun tugas pokok pada masing–masing bagian pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

a) Kepala Badan 

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas 

di bidang pendapatan daerah. 

b) Sekretariat 

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan 

administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola 

administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan 

menatausahakan kegiatan lainnya. 

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, 

koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, 

kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 
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pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan 

kesejahteraan pegawai. 

2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran 

pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. 

3. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data 

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan perencanaan dan data. 

c) Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas BadanPendapatan 

Daerahdi bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah. 

1. Sub. Bidang Pendapatan 

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi. 

2. Sub. Bidang Pendaftaran 
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Sub BidangPendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi. 

d) Bidang Perhitungan Dan Penetapan 

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan 

Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah. 

1. Sub. Bidang Perhitungan 

Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi penghitungan. 

2. Sub. Bidang Penetapan 

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi penetapan. 

e) Bidang Penagihan Dan Keberatan 

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan 

Daerah di bidang penghitungan dan penetapan. 

1. Sub. Bidang Penagihan 

Sub BidangPenagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi penagihan. 



 

18 
1.5.1  

2. Sub. Bidang Keberatan 

Sub BidangKeberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi keberatan 

f) Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan 

dan Pelaporan. 

a) Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

Sub BidangPengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyusunan program kerja Sub BidangPengelolaan Dana Transfer. 

b)  Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 

c) Sub. Bidang Pelaporan 

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, 

serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan 

Pelaporan. 
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KEPALA BADAN 

Sub. Bidang 
Pengembangan 

Bidang Pengelolaan, 

Pengembangan dan 

Pelaporan 

Bidang Penagihan dan 

Keberatan 

Bidang Perhitungan dan 

Penetapan 

Bidang Pendataan dan 

Pendaftaran 

SEKRETARIAT 

Sub. Bidang 

Pelaporan 

Sub. Bidang Pengelolaan 

Dana Transfer 

Sub. Bidang Keberatan 

Sub. Bidang penagihan 

Sub. Bidang Penetapan 

Sub. Bidang Perhitungan 

Sub. Bidang Pendaftaran 

Sub. Bidang Pendataan 

Sub. Bagian Perencanaan 

dan Data 

Sub. Bagian Keuangan dan 

Aset 

Sub. Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

2.4 Stuktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Potensi pajak reklame yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki 

pajak reklame untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga 

pajak reklame dapat pula dikatakan sebagai target penerimaan pajak reklame 

yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

berdasarkan hasil perhitungan yang akan dicapai dalam suatu periode.Hasil 

penelitian juga menunjukan bahwa potensi pajak reklame yang ada belum 

tergali secara optimal, masih ada potensi pajak yang belum terjangkau dan 

terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak reklame yang 

ada di kabupaten Kampar seperti sistem pengelolaan dan pengawasan yang 

ketat dilapangan agar kedepannya tidak terjadi lagi kecurangan.  

2. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah kabupaten Kampar dari sektor pajak reklame yaitu benda atau 

media menurut bentuk dan pola nya bertujuan komersial melalui pengenalan, 

iklan, promosi atau memperingatkan masyarakat terhadap barang, jasa, orang 

atau badan yang mungkin masyarakat melihat, mendengar, merasakan dan 

menikmati. Dan juga dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang 

membayar pajak reklame serta melakukan penitipan dan pendataan yang lebih 

maksimal lagi pertahun nya.  
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3. Kendala yang terjadi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor 

pajak reklame di kabupaten Kampar yaitu untuk menemukan pendor-pendor 

yang telah memasang reklame kebanyakan mereka tidak berdomisili di 

kabupaten Kampar, mereka hanya menyuruh orang untuk memasang reklame 

jadi bapenda kesulitan untuk mencari solusi siapa yang harus membayar pajak 

tersebut. Dan kurangnya kesadaran wajib pajak merupakan tantangan paling 

berat untuk bapenda saat ini. 

4.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukankan diatas maka masukan atau 

saran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Untuk masyarakat Kabupaten Kampar terutama wajib pajak reklame agar 

lebih peduli terhadap pajak terutangnya agar upaya-upaya pemerintah bisa 

berjalan dengan lancar  

2. Untuk penelitian selanjutnya semoga dapat menjadi bahan acuan dalam 

peneliti selanjutnya dan menyempurnakan penelitian ini  

3. Unutuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat mengoptimalkan 

kinerja yang sudah dilakukan melalui sosialisasi . Koran,televisi,internet dan 

juga media sosial lainnya ataupun sosialisasi secara langung agar dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cepat. Serta meningkatkan 

pengawasan terhadap 62 objek pajak reklame, dimana masih ditemukanny 

reklame-reklame liar serta meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait. 
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